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Abstrak
 

Pengadaan tanah untuk perluasan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo yang di mulai tahun 2011

telah menyisakan masalah ganti rugi belum selesai atas bidang tanah. Penelitian ini dianalisis secara

preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini terdapat tindakan P2T

yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala BPN nomor 3 Tahun 2007. Tindakan tersebut

adalah melakukan pembayaran uang ganti rugi tanpa menggunakan hasil pengukuran yang sah yang

berujung pada penolakan uang ganti rugi. P2T telah menggunakan hasil pengukuran yang dibuat oleh PT

AP1 secara sepihak. P2T juga telah memanipulasi berita acara pembayaran ganti rugi tanggal 30 November

2011 nomor 03520/P2T/XI/2011. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan semangat pengadaan tanah

secara cepat , transparan dan terbuka. Untuk menyelesaikan tanah sisa dalam pengadaan tanah ini, Pihak

AP1 dapat melakukan pengadaan tanah skala kecil. Tanah dapat diperoleh melalui jual beli atau tukar

menukar antara PT AP1 dan warga Gagaksipat.

<hr><i>The Land Procurement for the expansion of the Adi Soemarmo International Airport that began in

2011 has left the issue of compensation which has not been completed. This study are use analysis

prescriptive with empirical juridical approach. The results of this research is P2T (The Land Procurement

Committee) action are contrary to Article 20 paragraph (1) of BPN Regulation No. 3 of 2007. Such actions

are making a payment of money compensation without a valid result of measurement culminates in rejection

of the money compensation. P2T have used the results of measurements made by PT AP1 (PT.Angkasa Pura

1) unilaterally. P2T also had manipulated the official report of the compensation payment number 03520 /

P2T / XI / 2011 dated November 30, 2011. Such actions are contrary to the land acquisition spirit; these are

fast, transparent and open. To complete the remaining land in this land acquisition, PT.AP1 can undertake

small-scale land acquisition. Land can be acquired through purchasing or exchanging between PT AP1 and

Gagaksipat citizens.</i>
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